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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam
pemerintahan, dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan
otonomi daerah (Raharjo, 2004). Menurut UU No. 32 tahun 2004 desentralisasi diartikan
sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk
mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi dari rakyatnya dalam
kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah diartikan

sebagia hak, wewenang, dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur dan mengurus

lasyarakat setempat sesuai dengan
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m

sumber daya gi@sfonal sg% bangan keuaé‘@;antara demeintah pusat dengan
pemerintahd dterah. Suparmoko (200 At j
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Undang nc
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tersebut dan

Salah

lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik dari pemerintah atau masyrakat

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam pemerintah daerah ialah
pengelolaan pada aset daerah yang dimiliki oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah.
Pengelolaan aset daerah sangat diperlukan agar aset-aset tersebut dapat berguna dan
tetap terjaga kodisinya, hal tersebut dilakukan agar dapat menunjang dalam keberhasilan

pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah Daerah



Pengelolaan aset tetap daerah menjadi salah satu hal penting dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini dalam upaya menciptakan pemerintahan
yang baik, efektif dan efisien. Secara yuridis pentingnya pengelolaan aset tetap daerah
secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel tercantum dalam peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengelolaan Barang Negara/Daerah, yang kemudian
diatur pula dalam Pemendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah. Dengan adanya tuntutan dari publik serta perkembangan teknologi
informasi yang pesat maka pemerintah berupaya untuk melakukan perbaikan dalam
pengelolaan aset tetap daerah.

Saat ini aset merupakan salah satu permasalahan akuntasi yang masih banyak

kendala dalam penerapan akuntansinya,_hal ini sesuai dengan pendapat Hines (1988)

lainnya. Dengan demikian
tetap NalKrkara yan dah, untuk itu pemerintah
& p yang dimil%gan sebalksbaiknya berdasarkan
Aset Da%e(BPK

Kota Sorong

tuangan dan aset
daerah yang ) anake nemerintah daerah
lan Barang Milik
Daerah yang Kota Sorong yaitu

Pemanfaatan, Dokumentasi, dan

aset tetap Pemerintah Kota dan pengamanan aset belum memadai sehingga perencanaan
kebutuhan barang milik daerah tidak menggambarkan kebutuhan barang milik daerah
sebenarnya pada Operasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dan permasalahan pada
Pemerintah Daerah terkait pengelolaan aset tetap daerah maka penulis tertarik untuk
membahas serta melakukan Penelitian dengan Judul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap

Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sorong”



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan malasah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Sorong?
2. Apakah Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Sorong sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Badan

Manado.



